BABI

PENDAHULUAN

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang moderen, adanya
pengangkutan merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang
pembangunan ekonomi, demikian juga halnya dengen perjanjian pengirimaa
barang melalui jalan darat yang merupakan bagian dan hukum pengangkutan.

Sunggubpun perjanjian pengiriman bamng berkembang dengan pesat
namun dijumpai juga beberapa hambatan ataupun masalah yang kutang baik oleh
perusahaan pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu sendiri.
Hal ini imbul juga lebih banyak disebabkan oleh belum sempiepnanya pervadaog-
uadaggan yang mengatur mengenai pengangkutan ini, sehingga keadaan demikian
menyebahkan tidak terdapasoya kepastian hukum bagi para pihak yang
mengadakan perianjian pengiriown barang ini. Tetapi karema perjanjian
penginman barang melalui jalan darat adalah memakai sarana pengangkutan maka
pengangkutaa merupakan perjanjian dimana titik tolak bukum perjanjian adalah
diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, maka tidak terlepas dan
peranan Buku {11 KUH Perdata tersebut.

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengiket para
pibak yang membuatnya. Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang
dilain pihak bukum im bharus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila karena
kelalaian pihak yang wajib melakukan preswasi telah melakukan Wanprestasi ini

mempunyai akibat hukum.

Uﬁ%hﬂ’ﬁ%%ﬁﬁ' mg&ah resiko sering juga terjadi dalam suatu



perjanjian. Persoalan resiko ini sering berpokok pangkal pada terjadinya suatu
peristiwa di [uar kesalahan salah sati pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam
bagian wmum Bukn Ifl KUH Perdasa ada susatu pasal yang mengatur resiko ini,
yaitu pasa) 1237 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang itu semenjak
perikstan dilahiskap adalah atas tanggung jawab si berpiutang ™.

Setiap terjadinya wanprestasi dan resiko tentu akan menyebabkan
timbulnya kerugian. Dan sinilab penulis akan menyorotinya di dalam perjanjian
pengangkutan laut.

Di satu sisi pada dasamya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang
melalui jalan darat tidak dilakukan di atas suatu perjanjian secara fertuiis.
Pelaksanaan perjanjian penganglenan dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada
dokumen-dokumen pengangkutan sgja, yang di dalamnya menerangkan tujuan
pengiriman, nama pengitim, nama peogangkut serta biaya pengangkutan.
Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-
kewajibannya, sehingga apehila \erjadi suatu sengketa di belakang hari maka yang
diajukan sebagai bukti adalah dokumen-doknmen tersebut. sedangkan hubungan
antara pengirim dan pengangkut citkat dengan perjanjian.

Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik untuk meogetahui
secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaao perjanjian dalam hukum pengangkutan
ini terutarna perihaj bagaimana sebenarnya perjanjian pengiriman barang melalui
jalan diterapkao.

Dan urgian di ams jelaslah yang menjadi latar belaleang persoalan
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